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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   167    TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010
BUPATI BANTUL,

	Menimbang : 
	a. 
	bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan langkah strategis dalam rangka pengembangan kulalitas sumber daya manusia di pedesaan; 



	
	b. 
	bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Penanggung Jawab operasional Kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan Usaha Keluarga Miskin Tingkat Kecamatan dan Tim Bimbingan Teknis Pendampingan Usaha Keluarga Miskin Tingkat Desa; 



	
	c. 
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2010; 



	Mengingat : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; 


	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 


	
	3. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 


	
	4. 
	Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002; 



	
	5. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 



	
	6. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010; 



	
	7. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2010; 



	
	8. 
	Keputusan Bupati Bantul Nomor 21 A Tahun 2007 tentang Penetapan Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul; 


	Memperhatikan :
	1. 
	Instruksi Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan; 


	
	2. 
	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Msuk Desa; 



	
	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	: 
	

	KESATU 
	: 
	Membentuk Tim Penanggung Jawab Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2010 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 



	KEDUA 
	: 
	Tugas Tim Penanggung Jwab Operasional Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2010 sebagai berikut : 

	
	
	a. membangkitkan motivasi kewirausahaan bagi keluarga miskin;

b. membantu menentukan kelayakan modal usaha yang dikelola;

c. melakukan verifikasi data sasaran penerima PEKM baik yang masih menggunakan maupun yang menunggak;

d. membantu manajemen usaha keluarga miskin;

e. membantu memecahkan masalah yang dihadapi keluarga miskin khususnya bidang usaha;

f. memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin; dan

g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul. 



	KETIGA 
	: 
	Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2010 bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.



	KEEMPAT 
	: 
	Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Penanggung Jawab  Operasional Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2010 dapat bekerjasama dengan pihak lain yang dianggap perlu. 



	KELIMA 
	: 
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 



	KEENAM 
	: 
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL, 

     SRI SURYA WIDATI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala biro Hukum Setda Propinsi DIY;

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

6. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;

7. Yang bersangkutatan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    167     TAHUN 2010

TANGGAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1. 
	Penanggung Jawab 
	Bupati Bantul 

	

	2. 
	Pengarah 
	1. Wakil Bupati Bantul
2. Sekretaris Daerah 
Kab. Bantul

3. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul

4. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul


	

	3. 
	Ketua 
	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul

	

	4. 
	Sekretaris 
	1. Kabid KSPK BKK, PP dan KB Kab. Bantul
2. Kasubid PEK  BKK, PP dan KB Kab. Bantul

	

	5. 
	Anggota / Pelaksana 
	1. Kepala Bappeda Kab. Bantul
2. Kepala DPKAD Kab. Bantul

3. Kepala Disperindagkop 
Kab. Bantul


	

	
	
	4. Unsur BKK, PP dan KB 
     Kab. Bantul 
	1. Drs. Lukas Sumasana M. Kes

2. Kodrat Untoro, S.Sos

3. Atik Wahyuningsih

4. Poniyem


	
	
	5. Unsur PD BPR Bank Bantul 
	1. Dra. Hj. Aristini Sriyatun
2. Sri Mujiyono, SE

3. Paula Dhinta Ariani, SE

4. Indah Wulandari

5. Dwi Baniningsih A , SE

6. Karunia Setiawan, SE, MM

7. Taslan

8. Nuraini Pratiwi, SE




BUPATI BANTUL, 

     SRI SURYA WIDATI

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR             TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET) 
KABUPATEN BANTUL 2010

BUPATI BANTUL,

	Menimbang : 
	a. 
	bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan program penanggulangan kemisknan terpadu di Kabupaten Bantul dipandang perlu menetapkan Penanggung jawab Operasional Kegiatan; 



	
	b. 
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Kabupaten Bantul 2010; 



	Mengingat : 
	1. 


	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 


	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 


	
	4. 
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 



	
	5. 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 



	
	6. 
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 


	
	7. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	8. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Prtanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 


	
	9. 
	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 


	
	10. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 



	
	11. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010; 



	
	12. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2010; 



	Memperhatikan
	:
	Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Depatemen Pekerjaan Umum tanggal 27 September Nomor 4/KPTS/DC/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Tim Penilai terhadap Usulan PAKET dan Replikasi Program P2KP Bagi Pemerintah ProvinsiKota/Kabupaten; 



	
	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	: 
	

	KESATU 
	: 
	Membentuk Kelompok Kerja (POKJA)  Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Kabupaten Bantul 2010 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini


	KEDUA 
	: 
	Tugas POKJA  PAKET sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : 

a. melakukan persiapan dan melaksanakan sosialisasi di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa; 
b. menyiapkan petunjuk teknis dan bahan-bahan informasi;

c. menyampaikan informasi kepada instansi pengelola program; dan

d. melakukan keterpaduan/kerja sama pelaksanaan program P2KP dengan kegiatan Dinas/Instansi yang mendukung kegiatan P2KP.


	KETIGA 
	: 
	Dalam melaksanakn tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Pelaksana TKPKD Kabupaten Bantul.


	KEEMPAT 
	: 
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Agustus 2010

BUPATI BANTUL, 

  SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Dirjen Bangda Departemen Dalam Negeri;

3. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;

4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

5. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;

6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

7. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;

8. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR               TAHUN 2010

TANGGAL 

SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1. 
	Ketua 
	Unsur Forum Badan Keswadanaan Masyarakat  (FKBM)
	Srihono, SIP 

	2. 
	Wakil Ketua 
	Unsur Forum Badan Keswadanaan Masyarakat  (FKBM)
	H. AM. Machrus

	3. 
	Sekretaris 
	Unsur Forum Badan Keswadanaan Masyarakat  (FKBM)
	Putro Setiyarto, SPd

	4. 
	Wakil Sekretaris 
	Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul 
	Drs. Daeng Daeda, MPd

	5. 
	Bendahara 
	Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul 
	Lilis Wijayanti, S.Sos

	6. 
	Anggota : 
	1. Unsur DPU Kab. Bantul 
	Subagyo

	
	
	2. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul
	Novita Pristiayani Dewi, Sst

	
	
	3. Unsur Dinas Sumber Daya Air 

Kab. Bantul
	Purwanto

	
	
	4. Unsur Dinas Nakertrans Kab. Bantul 
	Ngatijan

	
	
	5. Unsur Dinas Pertahut Kab. Bantul
	Mujiman, STP

	
	
	6. Unsur DKP Kab. Bantul 
	1. Sigit Nugroho, SPt 
2. Yulianto, SP

	
	
	7. Unsur Dinas Perindagkop Kab. Bantul 
	Prilestari Handayani, ST MM

	
	
	8. Unsur Dinas Sosial Kab. Bantul 
	Riswidodo, SIP,MM

	
	
	9. Unsur Forum Badan Keswadanaan Masyarakat  (FKBM)
	Drs. Basuki Rohmat

	
	
	10. Unsur Bagian AP Setda Kab. Bantul 
	Haryanto, S.Sos 

	
	
	11. Unsur  BKK, PP dan KB Kab. Bantul 
	Drs. Sudadi, MM

	
	
	12. Unsur BKM Kab. Bantul 
	Sumiyati

	
	
	13. Unsur TOMA 
	Dra. Ani Widayani

	
	
	14. Unsur LSM Paluna 
	1. Tri Mulyani
2. Zainudin Fanani

	
	
	15. Unsur LPM ISI 
	Drs. Y. Surojo, Msn

	
	
	16. Unsur BKM 
	Sulastri Widayati


    BUPATI BANTUL, 

   SRI SURYA WIDATI

BUPATI BANTUL
KEPUTIUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR              TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANTUL

BUATI BANTUL,

	Menimbang : 
	a. 
	bahwa peningkatan pemberdayaan perempuan, gender dan anak menuju keluarga berkualitas perlu terus diupayakan agar mampu berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional; 


	
	b. 
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Program Pemberdayaan Perempuan, Gender dan Anak Kabupaten Bantul; 


	Mengingat : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; 



	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 



	
	3. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	4. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



	
	5. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;


	
	6. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 



	
	7. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2010; 



	
	8. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010; 



	
	9. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2010; 



	
	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan : 
	
	

	KESATU 
	:
	Membentuk  Tim Pengelolaan Program Pemberdayaan Perempuan, Gender dan Anak Kabupaten Bantul  dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 


	KEDUA
	: 
	Tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : 

	
	
	a. Tugas Tim sebagai berikut : 

	
	
	1. mengkoordinasikan pelaksanaan program nasional pemberdayaan perempuan, gender dan anak di Kabupaten Bantul;

2. melaksanakan pembinaan keterpaduan dan perencanaan serta pengembangan lintas sektoral; dan

3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

	
	
	b.  Fungsi Tim sebagai berikut :

	
	
	1. mengkoordinasikan dan pembinaan perencanaan pelaksanaan dan pembiayaan dalam upaya penanganan gender serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;

2. pengembangan peran serta lembaga swasta dan masyarakat terutama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya penanganan gender serta peningkatan koalitas hidup perempuan dan anak; 

3. mengkoordinasikan kegiatan operasional peningkatan peranan perempuan di daerah yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat; dan

4. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penanganan gender serta peningkatan koalitas hidup perempuan dan anak dalam pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat.


	KETIGA 
	: 
	Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul. 


	KEEMPAT 
	: 
	Segala biaya yang timbal sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber dana lain yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


	KELIMA
	: 
	Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bantul Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


	KEENAM 
	: 
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL, 

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan lepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se Kabupaten Bantul;

6. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR            TAHUN 2010

TANGGAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1. 
	Pembina 
	Bupati Bantul
	

	2. 
	Pengarah I 
	Wakil Bupati Bantul
	

	
	Pengarah II 
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 
	

	3. 
	Ketua 
	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul 
	

	
	Wakil Ketua 
	Ketua TP PKK Kab. Bantul
	

	4. 
	Sekretaris 
	Kabid PP pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul
	

	5. 
	Bendahara 
	Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul
	Sutaryanto

	6. 
	Anggota : 
	1. Kabid. KB, KR pada BKK , PP dan KB 

Kab. Bantul
2. Kasubid P3 PUG pada BKK, PP dan KB 

 Kab. Bantul

3. Kasubid PHP pada BKK, PP dan KB 

 Kab. Bantul

4. Kasubbag. Anjab dan Aparatur Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul

5. Kasi Pengajian Strategi Kesbanglinmas Kab. Bantul

6. Kasi Rehabilitasi Napsa dan Tuna Sosial Dinas Sosial Kab. Bantul

7. Ka. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul

8. Ka. Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul

9. Kasubbag. Tata Usaha Bagian Tapem Setda Kab. Bantul

10. Kasubbag. Diklat Bagian Kepegawaian Setda Kab. Bantul

11. Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul
12. Kasi Statistik Sosial BPS Kab. Bantul
13. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kab. Bantul
14. Unsur Bappeda Kab. Bantul


	Novriyeni, SPt

Darwati


	1.
	2.
	3.
	4.

	
	
	15. Unsur Bidang Pemantauan dan Pemulihan Bapedal Kab. Bantul
	

	
	
	16. Unsur RSD Panembahan Senopati Kab. Bantul 
	Dr. Wiji Lestari

	
	
	17. Unsur Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kab. Bantul 
	Ir. Nurhadi, MP

	
	
	18. Unsur Bagian Pemdes Setda 
Kab. Bantul 
	Nanik Suryantani, SE

	
	
	19. Unsur Bagian Humas dan Informasi Setda Kab. Bantul 
	Siti Zumaroh

	
	
	20. Unsur Subdin Kesra pada Dinkes 
Kab. Bantul 
	Karjiyem

	
	
	21. Unsur DPU Kab. Bantul 
	Shinta Surya Dewi, ST

	
	
	22. Unsur Kantor PMD Kab. Bantul 
	Esti Sari Wulan

	
	
	23. Unsur Dinas Nakertrans Kab. Bantul 
	Nursina Karti, SH

	
	
	24. Unsur Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama 

Kab Bantul
	Suci Sukriyati

	
	
	25. Ketua Pokja I TP-PKK Kab. Bantul
	

	
	
	26. Unsur Dinas Perijinan Kab. Bantul 
	Dra. Eny Laksmitowati

	
	
	27. Unsur DPKAD Kab. Bantul
	Indriyati

	
	
	28. Unsur Bagian Umum 
Setda Kab. Bantul 
	Suratno

	
	
	29. Unsur Kantor Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul
	Suryanto

	
	
	30. Unsur Bagian Administrasi  Pembangunan Setda Kab. Bantul
	Wasono

	
	
	31. Unsur Kantor Inspektorat Kab. Bantul 
	Sri Niken Widowati 

	
	
	32. Unsur Kantor KPU Kab. Bantul 
	Eni Tri Lestari 

	
	
	33. Kabid. Data, Pengkajian pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 
	

	
	
	34. Kabid KS pada  BKK, PP dan KB 
  Kab. Bantul 
	


BUPATI BANTUL, 

SRI SURYA WIDATI
